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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan buku 

yang berjudul Strategi Naval Diplomacy Indo-Pacific Dalam 

Menghadapi Nuclear Submarines Australia. Penulisan buku ini dapat 

diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

banyak membantu. Akhir kata, Semoga maksud dan tujuan serta tekad 

yang mulia dari Penulis melalui buku ini dapat terwujud. Penulis juga 

berharap buku ini dapat meningkatkan semangat dalam mewujudkan 

Pertahanan Indonesia yang lebih tangguh dalam mewujudkan 

Indonesia Sebagai Negara Yang Mandiri Dalam Produksi Alutsista 

Nasional. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta 

terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang. 
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Sungguh sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam bagi 

editor karena dapat berkontribusi menyelesaikan buku yang berjudul 

Strategi Naval Diplomacy Indo-Pacific Dalam Menghadapi Nuclear 

Submarines Australia.  

Pertengahan September lalu atau tepatnya tanggal 15 September 

tahun 2021 menjadi momen yang mengejutkan bagi negara-negara 

yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Bagaimana tidak, salah satu 

negara yang berada di kawasan tersebut yakni Australia. Secara 

mendadak mengumumkan pakta keamanan trilateral baru di kawasan, 

yang dilakukan dengan menggandeng mitra tradisional mereka yakni, 

Inggris dan Amerika Serikat (AS) dengan nama AUKUS (Prime Minister 

of Australia, 2021). Pakta pertahanan yang bertujuan untuk 

menciptakan keamanan kolektif ini, justru menuai respon penolakan 

yang kuat dari beberapa negara lainnya di kawasan, khususnya 

Tiongkok yang memaknai pakta pertahanan tersebut sebagai ancaman 

yang sangat tak bertanggung jawab (CNN INDONESIA, 2021) dan 

menjadi tantangan terbuka terhadap (Wangke, 2015). 

Berdasarkan hal tersebut, menjadi suatu hal yang menarik untuk 

menganalisis arah kebijakan Pemerintah Indonesia menanggapi 

kesepakatan pakta pertahanan trilateral AUKUS serta hubungannya 

dengan konflik RRT-ASEAN di LTS dan politik bebas aktif yang dianut 

PRAKATA  
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oleh Indonesia. Namun sebelum menganalisis perihal sikap yang dapat 

ditempuh oleh Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai 

posisi faktual Indonesia saat ini terhadap AUKUS dan RRT. Beberapa 

hari sebelum pakta pertahanan trilateral AUKUS disepakati, Menteri 

Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 

melakukan pertemuan bilateral dengan Australia Minister of Defence 

(Peter Dutton) dan Australia Minister of Foreign Affairs (Marise Payne) 

pada 9 September 2021 di Jakarta. 

Editor Berharap, buku ini tidak hanya sekedar tulisan semata, 

melainkan dapat dijadikan referensi sebagai pedoman pengambilan 

keputusan kebijakan dalam upaya memperkuat pertahanan Nirmiliter. 

 

Jakarta, Agustus 2023 
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